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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai tindakan diskriminasi oleh distributor utama dalam rantai pendistribusian

kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus ini adalah motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Bahwa

dalam rantai pendistribusian, distributor utama memiliki hubungan vertikal dengan para sub distributornya

dimana distributor utama yang memiliki perjanjian distributor dengan prinsipal memiliki hak untuk

membuat perjanjian distribusi dengan pihak lain dimana perjanjian distribusi tersebut mencantumkan bahwa

dalam pendistribusian harus mengikuti pelatihan dan program dari distributor utama. Hubungan vertikal

tersebut apabila tidak diawasi dapat menimbulkan terjadinya perjanjian vertikal yang dilarang berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Posisi distributor utama tersebut juga memberikan penguasaan pasar

dan posisi dominan untuk mengatur mendistribusian barang dan/atau jasa yang didistribusikan. Dalam kasus

pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan KPPU Nomor

04/KPPU-L/2006, Suraco selaku main dealer menerbitkan instruksi kepada sub dealer yang melarang sub

dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan mixed channel diharuskan untuk membuka

faktur untuk membeli motor Yamaha dari sub dealer dimana hal tersebut tidak diberlakukan untuk channel

murni. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan

kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian ini menyarankan adanya amandemen terhadap perjanjian

distribusi antara Suraco dengan YIMM dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang persaingan

usaha terutama mengenai diskriminasi yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (d) demi menjamin tidak

terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam suatu rantai distribusi barang dan/atau

jasa.

<hr>

This thesis discusses the act of discrimination by main distributor in a chain of distribution of motor

vehicles, particularly in this case, is Yamaha motorcycle in South Sulawesi. That in the chain of distribution,

main distributor has a vertical relationship with the sub-distributors whereas the main distributor has an

agreement with the principal has the right to enter into an agreement with another party whereas the

distribution agreement provides that the distribution shall be in accordance with the training and other

programs from the main distributor. If the above vertical relation is not supervised, it can lead to a vertical

agreement which is prohibited under Law Number 5 of 1999. The main distributor have the position which

can control the market share and dominant position to control the distribution of goods and/or services

distributed. In the case of the distribution of Yamaha motorcycles in South Sulawesi as described in the

KPPU decision number 04/ KPPU-L/2006, Suraco as the main dealer has issued an instruction to the sub-
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dealer which prohibited the sub dealer to sell the motorcycles to mixed channel and the mixed channel are

required to open an invoice to purchase the Yamaha motorcycles from the sub dealer whereas this does not

apply to the pure channel. The research in this thesis is a normative legal research using a qualitative

approaches in the data analysis. This thesis suggested that the distribution agreement between Suraco and

YIMM to be amended and evaluation to the provisions stipulated under Article 19 (d) to ensure the non-

occurrence of monopoly and unfair business competition in a chain of distribution of goods and/or services.


